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Memmbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

a bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme 
pengelolaan penenmaan dan pengeluaran yang tidak 
melalui Rekenmg Kas Umum Daerah (RKUD) di Kabupaten 
Pacitan yaitu BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOK 
Puskesmas, BLUD Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit, 
maka Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang 
Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana 
Yang Tidak Melalui Rekenmg Kas Umum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
93 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan 
Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekenmg Kas Umum Daerah, perlu disesuaikan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan 
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencatatan 
Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekenmg Kas Umum Daerah,

Mengmgat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lmgkungan 
Provmsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
nomor 4286),



3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679),

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

6 Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

7 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

8 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemenntahan 
Berbasis Akrual Pada Pemenntah Daerah (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),

9 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

10 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 936),

11 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 
Pendidikan Pada Pemenntah Daerah,

12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

13 Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang 
Mekamsme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana 
Yang Tidak Melalui Rekenmg Kas Umum Daerah (Benta 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 169) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
93 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Mekamsme Pencatatan 
Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekenmg Kas Umum Daerah (Benta Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2022 Nomor 93),



14 Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Pacitan (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 
Nomor 189),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 168 TAHUN 2021  
TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN 
PELAPORAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS 
UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang 
Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekenmg Kas Umum Daerah (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 
Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang 
Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekenmg Kas Umum Daerah (Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 
Nomor 93,) diubah sebagai benkut

1 Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehmgga Pasal 
berbunyi sebagai benkut
(1) Mekanisme Pencatatan Pengesahan Dan Pelaporan Dana Yang Tidak 

Melalui RKUD terdm atas
a Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang terdm atas 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dim (BOP PAUD), 
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 
(BOP Kesetaraan),

b Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, 
c Dana Desa, dan
d Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

(2) Ketentuan dalam Lampiran I huruf A, B, C, D, E diubah, Lampiran II huruf 
A, B, C, D diubah, dan Lampiran IV huruf A, B, C diubah, selengkapnya 
berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 51

Salman sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum,

y
ISRANTO, S Sos . M Si 

Pembina Tmgkat I 
NIP 19690303 198903 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 
168 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN 
PELAPORAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

A. DEFINISI
1 Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut 

Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya 
operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan

2 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dim 
yang selanjutnya dismgkat Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk 
operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD

3 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS 
adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam 
menyelenggarakan pendidikan dasar

4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang 
selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana BOSP untuk 
operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan 
kesetaraan

5 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 
Anak Usia Dim (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 
(BOP Kesetaraan) meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 
dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta 
pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

6 Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok 
layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 
formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jems pendidikan

7 Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, Dana BOP 
Kesetaraan adalah Pegawai ASN yang ditunjuk menenma, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja pada Satuan Pendidikan (Satdik) yang 
diselenggarakan oleh Pemermtah Daerah

8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dismgkat DPA 
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA

9 Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya dismgkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dan Dana BOS, Dana BOP 
PAUD dan Dana BOP Kesetaraan antara Pemenntah Daerah dengan 
penenma hibah

10 Penenmaan Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan 
adalah uang yang masuk ke Rekenmg Satdik

11 Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya dismgkat SP2T 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan 
mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekenmg kas 
umum daerah



/

12 Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya dismgkat SP2B 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan 
dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penenmaan dan 
pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah 
dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja

13 Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya dismgkat SPB adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan 
belanja yang tidak melalui rekenmg kas umum daerah berdasarkan SP2B

B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1. Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Negeri

a Bendahara Dana BOS, BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada 
Satdik Negen menyusun laporan realisasi penenmaan dan belanja 
setiap bulan, selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan laporan 
tersebut dengan melampirkan Surat Pemyataan Tanggungj awab 
Mutlak Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan 

b Berdasarkan laporan realisasi penenmaan dan belanja Dana BOS, BOP 
PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdik Negeri, Bendahara 
Pengeluaran Dinas Pendidikan membuat rekapitulasi laporan 
penenmaan dan belanja Dana BOS, BOP PAUD, dan Dana BOP 
Kesetaraan setiap bulan

c Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang 
disampaikan oleh Kepala Satdik Negen, Kepala Dinas Pendidikan 
menyampaikan SP2B atas Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, 
dan Dana BOP Kesetaraan pada Pemenntah Daerah kepada PPKD 
selaku BUD untuk penerbitan SPB

d Dalam penyusunan laporan realisasi belanja Pengelolaan Dana BOP 
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdik Negen, maka 
Pemenntah Daerah melakukan pencatatan berdasarkan jems belanja 
yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan modal, dengan 
klasifikasi yang telah ditetapkan dalam RKA/DPA SKPD 

e Penyampaian dan pencatatan akuntansi terhadap Pengelolaan Dana 
BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik Negen pada 
Pemenntah Daerah dapat dilakukan tnwulanan 

f Dokumen yang digunakan dalam melakukan pencatatan akuntansi 
Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan 
Satdik Negen pada Pemenntah Daerah adalah Laporan Realisasi 
Pendapatan dan Belanja, SPB, SP2B dan Daftar Pembelian Barang/Aset 
dalam hal teijadi realisasi belanja modal atas penggunaannya 

g Daftar Pembelian Barang/Aset dipergunakan untuk mencatat 
pembelian belanja modal pada Satuan Pendidikan Negen 

h Pengakuan Pendapatan
Kepala Dmas Pendidikan melaporkan Rekapitulasi Penenmaan Dana 
BOS, BOP PAUD, Dana dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdik Negen 
berdasarkan jumlah salur kepada PPKD selaku BUD,
1) BUD mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak 

melalui rekenmg kas umum daerah dengan menerbitkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Transfer SP2T (format terlampir) 
berdasarkan Notifikasi secara elektromk oleh menten yang 
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan

2) berdasarkan dokumen SP2T, PPKD selaku BUD membuat bukti 
memonal untuk melakukan pencatatan (penjurnalan) pengakuan 
realisasi pendapatan dalam Laporan Keuangan SKPKD



i Pengakuan Belanja
1) Bendahara Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP 

Kesetaraan pada Satdik Negen berkewajiban melaksanakan proses 
pencatatan penenmaan maupun belanja pada Buku Kas Umum 
dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya Buku Pembantu Kas 
Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Panjar, Buku Pembantu 
Pajak, Buku Pembantu Subnncian Obyek belanja (sebagai proses 
Penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku),

2) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan Laporan Realisasi 
Penenmaan dan Belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana 
BOP Kesetaraan pada Satdik Negen (format terlampir) 
berdasarkan angka 1) setiap tanggal 5 bulan benkutnya kepada 
Kepala Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD 
dilampm
a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir),
b) Salman Rekenmg Koran, dan
c) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset khusus Sekolah Negen 

(format terlampir)
3) Kepala Satuan Pendidikan Negen menyusun Rekapitulasi Laporan 

Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, 
dan Dana BOP Kesetaraan secara Tnwulan berdasarkan angka 2) 
untuk disampaikan kepada Kepala Dmas Pendidikan melalui 
Bendahara Pengeluaran,

4) PPK SKPD melakukan venfikasi Laporan Rekapitulasi Realisasi 
Penenmaan dan Belanja Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana 
BOP Kesetaraan pada Satdik Negen sebagaimana angka 3) untuk 
menguji
a) Perhitungan laporan realisasi penenmaan dan belanja setiap 

tnwulan,
b) Kesesuaian Dana dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi 

penenmaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
c) Kesesuaian surat pemyataan tanggung] awab mutlak oleh 

Kepala Satdik, dan
d) dalam hal hasil venfikasi tidak terpenuhi, PPK SKPD melalui 

Bendahara Pengeluaran mengembalikan Laporan Rekapitulasi 
Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOP PAUD, Dana 
BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepada Kepala Sekolah untuk 
diperbaiki/ dilengkapi paling lama 1 (satu) han setelah 
ditenmanya hasil venfikasi,

5) perbaikan atas hasil venfikasi oleh Satuan Pendidikan Negen 
melalui Bendahara Pengeluaran paling lama 2 (dua) han setelah 
menenma pengembalian hasil venfikasi,

6) PPK SKPD menyampaikan hasil venfikasi Laporan Rekapitulasi 
Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOP PAUD, Dana BOS, 
dan Dana BOP Kesetaraan kepada Pengguna Anggaran,

7) Pengguna Anggaran menerbitkan SP2B (format terlampir) per 
Jenjang Pendidikan dilampm Rekapitulasi SP2B yang disiapkan 
oleh PPK SKPD dan mengajukan kepada BUD untuk penerbitan 
SPB sebagaimana contoh (format terlampir) Adapun pengajuan 
SPB tersebut dilampm
a) Laporan Rekapitulasi Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana 

BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan, dan
b) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna 

Anggaran



8) BUD melakukan venfikasi dokumen SP2B dan lampirannya
9) BUD menerbitkan SPB sebagaimana format terlampir setelah 

dokumen terpenuhi palmg lama 2 (dua) han setelah menenma 
dokumen secara lengkap

10) Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD mengembalikan palmg 
lama 1 (satu) han setelah menenma dokumen SP2B

11) Perbaikan atas hasil venfikasi oleh BUD paling lama 2 (dua) han 
setelah menenma pengembalian hasil venfikasi

12) BUD menerbitkan SPB sebagai pengesahan terhadap belanja yang 
digunakan (format terlampir) berdasarkan SP2B yang dmyatakan 
lengkap dan sah

13) PPK SKPD menerbitkan bukti memonal dan melakukan 
pencatatan (penjumalan) atas transaksi belanja dalam LRA, beban 
dalam LO, Aset dan Kewajiban dalam neraca berdasarkan Sistem 
Akuntansi Pemenntah Daerah (SAPD)

j Pengakuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 
(SiLPA) Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 
Kesetaraan pada Pemenntah Daerah
1) Sisa Dana Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana 

BOP Kesetaraan pada Pemenntah Daerah pada akhir Tahun 
Anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD 
Kabupaten dan tetap di rekemng bank masmg masmg, dan

2) Sisa Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 
Kesetaraan pada Pemenntah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) di atas diakui sebagai SiLPA penenmaan pembiayaan 
pada APBD setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh Aparat 
Pengawas Internal Pemenntah (Inspektorat) sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2. Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta
a Bendahara Dana BOS, BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik 

Kesetaraan pada Satdik swasta menyusun laporan rekapitulasi 
penggunaan hibah dana tersebut setiap tahap penyaluran 

b Kepala Satdik swasta menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi 
penggunaan hibah dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP 
Kesetaraan dengan melampirkan Surat Pemyataan Tanggungjawab 
Mutlak Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dmas Pendidikan, 
setiap tahap penyaluran paling lambat tanggal 5 bulan benkutnya 

c Laporan penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOS PAUD dan Dana 
BOP Kesetaraan dismpaikan kepada bupati melalui PPKD, paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januan tahun benkutnya 

d Pertanggung]awaban hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana 
BOP Kesetaraan meliputi 1) Laporan penggunaan hibah Dana BOS, 
Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, 2) surat pemyataan 
tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang ditenma telah 
digunakan sesuai NPHD, dan 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan 
sah

e Sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan pada 
Satuan Pendidikan Swasta tidak diakui pada SiLPA Pembiayaan dan 
merupakan belanja hibah yang diakui sebesar mlai salur 

f Pengakuan Pendapatan
1) Kepala Dmas Pendidikan melaporkan Rekapitulasi Penenmaan 

Dana BOS pada Satdikdas swasta, Dana BOP PAUD Satdikpaud 
pada swasta dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdikkesetaraan 
swasta berdasarkan jumlah salur kepada PPKD selaku BUD,



2) BUD mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak 
melalui rekenmg kas umum daerah dengan menerbitkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Transfer SP2T (format lampiran la) 
berdasarkan notifikasi secara elektronik oleh menten yang 
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan

3) berdasarkan dokumen SP2T, PPKD selaku BUD membuat bukti 
memonal untuk melakukan pencatatan (penjumalan) pengakuan 
realisasi pendapatan dalam Laporan Keuangan SKPKD

g Pengakuan Belanja
1) Bendahara Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP 

Kesetaraan pada Satdik Swasta berkewajiban melaksanakan 
proses pencatatan penenmaan maupun belanja pada Buku Kas 
Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya Buku Pembantu 
Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Panjar, Buku Pembantu 
Pajak, Buku Pembantu Belanja (sebagai proses Penatausahaan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku),

2) Kepala Satuan Pendidikan Swasta menyampaikan Laporan 
Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD, 
dan Dana BOP Kesetaraan pada Satdik Swasta (format terlampir) 
berdasarkan angka 1) setiap tanggal 5 bulan benkutnya kepada 
Kepala Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD 
dilampm
a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir), 

dan
b) Salman Rekenmg Koran

3) Kepala Dmas Pendidikan menyusun Rekapitulasi Laporan 
Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana, Dana BOP PAUD, dan 
Dana BOP Kesetaraan secara Tnwulan berdasarkan angka 2) 
untuk disampaikan kepada Kepala Dmas Pendidikan melalui 
Bendahara Pengeluaran,

4) PPK SKPD melakukan venfikasi Laporan Rekapitulasi Realisasi 
Penenmaan dan Belanja Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana 
BOP Kesetaraan pada Satdik Swasta sebagaimana dimaksud 
angka 3) untuk menguji
a) Perhitungan laporan realisasi penenmaan dan belanja setiap 

tnwulan, dan
b) Kesesuaian Dana dengan RKAS, DPA SKPD, dan mformasi 

penenmaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
5) dalam hal hasil venfikasi sebagaimana dimaksud angka 4) tidak 

terpenuhi, PPK SKPD melalui Bendahara Pengeluaran 
mengembalikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penenmaan dan 
Belanja Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan 
kepada Kepala Sekolah untuk diperbaiki/ dilengkapi paling lama 1 
(satu) han setelah ditenmanya hasil venfikasi,

6) perbaikan atas hasil venfikasi oleh Satdik Swasta melalui 
Bendahara Pengeluaran paling lama 2 (dua) han setelah menenma 
pengembalian hasil venfikasi,

7) PPK SKPD menyampaikan hasil venfikasi Laporan Rekapitulasi 
Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOP PAUD, Dana BOS, 
dan Dana BOP Kesetaraan kepada Pengguna Anggaran,



8) PA menerbitkan SP2B (format terlampir) per Jenjang Pendidikan 
dilampm Rekapitulasi SP2B yang disiapkan oleh PPK SKPD dan 
mengajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB, contoh format 
terlampir, dan dal,am pengajuan tersebut dilampin
a) Laporan Rekapitulasi Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana 

BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik 
Swasta, dan

b) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna 
Anggaran

9) BUD melakukan verifikasi dokumen SP2B dan lampirannya,
10) BUD menerbitkan SPB sebagaimana format terlampir setelah 

dokumen terpenuhi paling lama 2 (dua) han setelah menenma 
dokumen secara lengkap,

11) Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD mengembalikan paling 
lama 1 (satu) han setelah menenma dokumen SP2B,

12) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh BUD paling lama 2 (dua) han 
setelah menenma pengembalian hasil venfikasi,

13) BUD menerbitkan SPB sebagai pengesahan terhadap belanja yang 
digunakan (format terlampir) berdasarkan SP2B yang dinyatakan 
lengkap dan sah, dan

14) PPK SKPD menerbitkan bukti memonal dan melakukan 
pencatatan (penjumalan) atas transaksi belanja dalam LRA, beban 
dalam LO, berdasarkan Sistem Akuntansi Pemenntah Daerah 
(SAPD)

C. REKONSILIASI PENER1MAAN DAN BELANJA DANA BOS, DANA BOP PAUD
DAN DANA BOP KESETARAAN
1 Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, 

Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, maka PPK SKPD, BUD dan dan 
Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi 
pendapatan dan belanja Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP 
Kesetaraan setiap semester dan dilakukan paling sedikit dilaksanakan 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran

2 Rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS, Dana BOP 
PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dilakukan secara 2 (dua) tahap Tahap 
pertama dilakukan oleh Bendahara Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana 
BOP Kesetaraan, PPK SKPD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD serta 
dituangkan dalam benta acara Tahap kedua dilakukan oleh PPK SKPD, 
Bendahara Pengeluaran SKPD dan BUD serta dituangkan dalam benta 
acara rekonsiliasi sebagaimana format terlampir

3 Dalam hal rekonsiliasi teijadi perbedaan nominal antara Bendahara Dana 
BOS, Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, PPK Unit SKPD, PPK SKPD, 
BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, maka dilakukan penyesuaian 
laporan pendapatan dan belanja Dana BOS Dana BOP, PAUD dan BOP 
Kesetaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4 Hasil rekonsiliasi dimuat dalam benta acara rekonsiliasi yang 
ditandatangam oleh Kepala PPKD selaku BUD dan kepala SKPD Dmas 
Pendidikan

5 Dalam hal hasil rekonsiliasi tidak sesuai dengan rencana pendapatan 
Dana BOS, Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan setiap tahunnya 
berdasarkan alokasi penyaluran Dana Dana BOS, Dana BOP PAUD dan 
BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, Pemenntah Daerah 
melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD



D. FORMAT PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA BOS, DANA 
BOP PAUD, DAN DANA BOP KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 
NEGERI
1. Format Pengesahan Pendapatan Transfer Satuan Pendidikan Negeri

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN
TRANSFER (SP2T)

IIP Nama BUD 2)
Tanggal 3)
Nomor 4)

Kode Rekenmg 1) Tahun Anggaran 5)
Telah disahkan pendapatan transfer sejumlah Rp 6)
( dalam huruf 7)

Pacitan, tanggal - - 8)
Bendahara Umum Daerah

__________21
NIP 10)

Tata cara pengisian Format SP2T
1 Dnsi dengan nomor kode rekenmg Pendapatan Transfer,
2 Dusi dengan nama BUD,
3 Dnsi dengan tanggal penerbitan SP2T,
4 Dnsi dengan nomor penerbitan SP2T,
5 Dnsi dengan tahun anggaran penerbitan SP2T,
6 Dnsi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer,
7 Dusi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer dalam huruf,
8 Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan SP2T,
9 Dusi dengan Nama BUD, dan
10 Dusi dengan NIP BUD



2. Contoh Format Laporan Realisasi Penerimaan Dan Belanja Dana BOP 
PAUD, Dana Bos Dan Dana BOP Kesetaraan

KOP

SATUAN PENDIDIKAN..........

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA .. .....
BULAN ....1) TAHUN ....2)

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana untuk bulan
1) Tahun 2) sebagai benkut

No. Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi
s /d

Sem ester
sebelumnya

(Rp)

Realisasi
Sem ester • • mi

(Rp)

Jumlah
Realisasi

s /d
Semester • • ini

(Rp)

Selisih
/Kurang

(Rp)

Penerimaan
■

*)

Pengeluaran 
a Belanja 

Pegawai 
■

b Belanja
Barang dan
Jasa
■

c Belanja Modal 
b BM 

Peralatan 
dan Mesm 
■

c BM Aset 
Tetap
Lainnya
■

d BM Gedung 
dan
Bangunan
■

d Belanja dst
(Akun APBD)

■

Jumlah
Pacitan, Tanggal , , 3) 

Kepala 4)

_______ a
________________________________________NIP_________________

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP 
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,

1 Dnsi dengan bulan berkenaan,



2 Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dnsi dengan Nama Satdikdas Negen,dan
5 Dnsi dengan Nama Kepala Satdik dan NIP

*) dnsi berdasarkan alokasi Dana dan Sisa Dana yang ada di rekenmg bendahara 
yang menjadi SiLPA

**) dnsi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS



3. Contoh Format Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan Dan Belanja 
Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dan Dana BOP Kesetaraan

KOP

DINAS PENDIDIKAN............

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA.............

TRIWULAN/SEMESTER ....1) TAHUN ....2)
Bersama mi kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana untuk 
tnwulan/semester 1) Tahun 2) sebagai benkut

No. Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi s/d  
Semester 

sebelumnya
(Rp)

Realisasi
Semester

ini
(Rp)

Jumlah
Realisasi

s/d
Semester • • mi

(Rp)

Selisih
/Kurang

(Rp)

Penenmaan
■

*)

Pengeluaran
a Belanja Pegawai 

■
b Belanja Barang 

dan Jasa 
■

c Belanja Modal
1) BM Peralatan

dan Mesm 
■

2) BM Aset Tetap 
Larnnya
■

3) BM Gedung dan 
Bangunan
■

d Belanja dst 
(Akun APBD)
■

Jumlah
Pacitan, Tanggal , , 3) 
Kepala Dmas Pendidikan

___________4}
NIP 5)

Keterangan
Tata cara pengisian Format Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja 
Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan

1 Dnsi dengan tnwulan/semester berkenaan,
2 Dhsi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dnsi dengan Nama Kepala Dinas Pendidikan, dan
5 Dnsi dengan NIP Kepala Dinas Pendidikan

*) dnsi berdasarkan alokasi Dana dan Sisa Dana yang ada di rekenmg bendahara 
yang menjadi SiLPA

**) dnsi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS



4. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP

SA TUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor 1)

1 Nama Satdik 2)
2 Kode Satdik 3)
3 Nomor /  tanggal DPA-SKPD 4)
4 Kegiatan Dana 5)
Saya yang bertanda tangan dibawah mi menyatakan bahwa bertanggungjawab 
secara formal dan material atas kebenaran realisasi penenmaan dan pengeluaran 
Dana serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah
dipungut atas penggunaan Dana pada Bulan/Tnwulan/Semester 6)
Tahun Anggaran 7) dengan nncian sebagai benkut
A Saldo Awal Dana 8) Rp
B Penenmaan Dana 9) 

1 Tahap I Rp
2 Tahap II Rp
3 Tahap III Rp

Jumlah Penenmaan RjL_
C Pengeluaran Dana 10) 

1 Jems Belanja Pegawai Rp
2 Jems Belanja Barang dan Jasa Rp
3 Jems Belanja Modal Rp
4 dst (sesuai APBD) Rp

Jumlah Rel_
D Sisa Dana (A-B) 

Terdm atas
Rp_

1 Sisa Kas Tunai Rp
2 Sisa di Bank Rp

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf c disimpan pada Satdik untuk 
kelengkapan admmistrasi dan keperluan pemenksaan sesuai peraturan 
perundang-undangan Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
Perundang-Undangan

Demikian surat pernyataan mi dibuat dengan sebenamya

Pacitan, Tanggal , , 11)
Kepala Satdik 12)

____________131
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOP PAUD, 
Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan
1 Dusi dengan nomor SPTJM Satdik,
2 Dusi nama Satdik,



3 Dusi kode Satdik,
4 Dusi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan,
5 Dusi kode kegiatan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,
6 Dnsi dengan bulan/tnwulan/semester berkenaan,
7 Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
8 Dusi dengan saldo awal Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP 

Kesetaraan,
9 Dusi penenmaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,
10 Dusi pengeluaran Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
11 Dusi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM,
12 Dusi dengan Nama Satdik, dan
13 Dusi dengan Nama Kepala Satdik dan NIP



5. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP
DINAS PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor 1)

1 Nama Satdik 2)
2 Kode Satdik 3)
3 Nomor / tanggal DPA-SKPD 4)
4 Kegiatan Dana 5)
Saya yang bertanda tangan dibawah mi menyatakan bahwa bertanggungjawab 
secara formal dan material atas kebenaran realisasi penenmaan dan pengeluaran 
Dana serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah
dipungut atas penggunaan Dana pada Tnwulan/Semester 6) Tahun
Anggaran 7) dengan rincian sebagai benkut
A Saldo Awal Dana 8) Rp
B Penenmaan Dana 9)

1 TahapI Rp
2 Tahap II Rp
3 Tahap III Rp

Jumlah Penenmaan Re .
C Pengeluaran Dana 10)

1 Jems Belanja Pegawai Rp
2 Jems Belanja Barang dan Jasa Rp
3 Jems Belanja Modal Rp
4 dst (sesuai APBD) Rp

Jumlah Re
D Sisa Dana (A-B) Re

Terdm atas
1 Sisa Kas Tunai Rp
2 Sisa di Bank Rp

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada Satdik untuk 
kelengkapan admimstrasi dan keperluan pemenksaan sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan

Demikian surat pernyataan mi dibuat dengan sebenamya

Pacitan, Tanggal , , 11)
Kepala 12)

____________131
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOP PAUD, 
Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,

1 Dusi dengan nomor SPTJM Satdik,
2 Dusi nama Satdik,



3 Diisi kode Satdik,
4 Dnsi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan,
5 Dnsi kode kegiatan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
6 Dnsi dengan bulan/tnwulan/semester berkenaan,
7 Dnsi dengan tahun anggaran berkenaan,
8 Dnsi dengan saldo awal Dana BOP PAUD ,Dana BOS dan Dana BOP 

Kesetaraan ,
9 Dnsi penenmaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,
10 Dnsi pengeluaran Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
11 Dnsi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM,
12 Dnsi dengan Nama Dmas, dan
13 Dnsi dengan Nama Kepala Diknas dan NIP



6. Contoh Format Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah

KOP

SATUAN PENDIDIKAN

REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH

Nama Sekolah 1)
Desa/Kelurahan 2)
Kecamatan 3)
Kabupaten / Kota 4)
Provmsi 5)

No.
8)

Nama Barang Milik 
Daerah

9)

Jumlah Unit
10)

Harga 
Satuan (Rp)

ID

Jumlah (Rp)
12)

1 2 3 4 5= (3x4)

Mengetahui, Pacitan, Tanggal , , 7)
Kepala Satdik 6)** Bendahara Dana

_________ NIP__________________________ NIP___________________
Keterangan
Tata cara pengisian Format Pembelian Barang/Aset,
1 Dusi dengan nama sekolah,
2 Dusi dengan nama Desa/Kelurahan,
3 Dusi dengan nama Kecamatan,
4 Dnsi dengan nama Kabupaten,
5 Dusi dengan nama Provmsi,
6 Dusi dengan nama Satdik Negen,
7 Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun pembuatan Rekapitulasi Pembelian 

Barang Milik Daerah,
8 Kolom 1, dusi dengan nomor urut,
9 Kolom 2, dusi dengan nama barang milik daerah,
10 Kolom 3, dnsi dengan jumlah unit,
11 Kolom 4, dnsi dengan harga satuan, dan
12 Kolom 5, dusi dengan total harga 
**)diisi oleh Satuan Pendidikan Negeri



7. Contoh Format Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)

Tanggal 1) Nomor 2)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memohon kepada 
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan 
penenmaan dan belanja 3) sejumlah
1 Saldo Awal Rp 4)
2 Penenmaan Rp 5)
3 Belanja Rp 6)

a) Belanja Pegawai Rp
b) Belanja Barang dan Jasa Rp
c) Belanja Modal Rp
d) Belanja dst (APBD) Rp

4 Saldo Akhir Rp 7)

Untuk bulan/tnwulan/ semester 8) Tahun Anggaran 9)
Dasar Pengesahan Urusan Orgamsasi
10)
11)__________________________

Program, Kegiatan 
Xx xx 12)

PENERIMAAN BELANJA

13)

Kode Rekemng Jumlah
15)
15)
15)

dst

16)
16)
16)

Dst
Jumlah Penenmaan Rp 14) Jumlah Belanja Rp 17)

Pacitan, Tanggal seperti di atas 
Kepala SKPD Dinas Pendidikan

____________ m
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format SP2B
1 Dnsi tanggal SP2B,
2 Dusi nomor SP2B,
3 Dnsi Jems Dana Transfer (BOS,BOP PAUD,BOP Kesetaraan) yang telah 

ditenma dan dibelanjakan pada Satuan Pendidikan,
4 Dnsi jumlah saldo akhir pada SP2B Dmas Pendidikan bulan sebelumnya 

Khusus untuk saldo bulan Januan Tahun Anggaran,
5 Dnsi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP2B Dinas Pendidikan,
6 Dnsi jumlah belanja yang telah dibayar dan kas Dana BOS,
7 Dnsi jumlah saldo akhir (saldo awal + penenmaan -  belanja),
8 Dusi penode bulan/tnwulan/semester berkenaan,



9 Dnsi tahun anggaran berkenaan,
10 Dusi dasar penerbitan SP2B antara lain Nomor Perda tentang APBD 

Perubahan, Nomor DPA -  SKPD Dinas Pendidikan,
11 Dusi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dmas Pendidikan,
12 Dusi kode program dan kegiatan Dmas Pendidikan,
13 Dnsijumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg penenmaan,
14 Dnsijumlah nominal untuk keseluruhan penenmaan,
15 Dusi kode rekenmg belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta 

Belanja Modal),
16 Dnsijumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg belanja,
17 Dnsijumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja, dan
18 Dusi dengan Nama dan NIP Kepala Dmas Pendidikan



8. Contoh Format Surat Pengesahan Belanja (SPB)

Nomor SP2B Dinas Pendidikan 

Tanggal
Kode Organisasi

1)

2 )

3)

SURAT PENGESAHAN BELANJA 
(SPB) Dinas Pendidikan

Nama BUD
Tanggal
Nomor
Tahun Anggaran

Telah disahkan belanja sejumlah
Belanja Rp 8)
Belanja Pegawai Rp 9)
Belanja Barang dan Jasa Rp 10)
Belanja Modal Rp 11)
Belanja Rp__ __ 121
Saldo Akhir Rp 13)

4)
5)
6 ) 

7)

Pacitan, tanggal 14)
Bendahara Umum Daerah

151
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format SPB
1 Dusi nomor SP2B Dmas Pendidikan,
2 Dnsi tanggal SP2B,
3 Dnsi kode organisasi Dinas Pendidikan,
4 Dnsi nama BUD/Kuasa BUD,
5 Dnsi dengan tanggal penerbitan SPB Dmas Pendidikan,
6 Dnsi dengan nomor penerbitan SPB Dmas Pendidikan,
7 Dusi dengan tahun anggaran penerbitan SPB,
8 Dusi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP2B Dmas Pendidikan,
9 Dnsi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
10 Dusi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SP2B 

Dmas Pendidikan,
11 Dusi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
12 Dusi dengan jumlah belanja (sesuai APBD) yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
13 Dusi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
14 Dusi dengan tanggal dan tahun anggaran berkenaan, dan
15 Dusi dengan Nama dan NIP BUD



9. Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Dana BOS /Dana BOP PAUD/Dana BOP Kesetaraan Satdik Negeri

BBRITA ACARA REKONSILIASI
SALDO DANA BOS/DANA BOP PAUD/DANA BOP KESETARAAN BULAN......... 1)

TAHUN ANGGARAN. ...2)
SKPD 3)
Kab/Kota 4)
Provmsi 5)

Pada han mi tanggal bulan tahun 6) telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana
BOS/Dana BOP PAUD/Dana BOP Kesetaraan untuk semester 1) tahun 2), dengan uraian sebagai benkut

SALDO AWAL DANA BOS/DANA BOP PAUD/DANA BOP KESETARAAN TAHUN CATATAN
1 Saldo Rekemng Bank Rp
2 Saldo Kas Tunai Rp

Jumlah Saldo Dana BOS/ Dana BOP PAUD/ Dana BOP Kesetaraan Rp

MUTASI DANA BOS/DANA BOP PAUD/DANA BOP KESETARAAN BULAN TAHUN
A Mutasi Penambahan Rp

1 Alokasi Dana BOS/Dana BOP PAUD/BOP KESETARAAN REGULER Rp
2 Alokasi Dana BOS/BOP PAUD KINERJA* Rp
3 Bunga Bank/Jasa Giro Rp
4 Potongan dan Pungutan Pajak Rp
Jumlah Mutasi Penambahan Rp

B Mutasi Pengurangan Rp
1 Belanja Pegawai Rp

a BOS/ BOP PAUD/BOP KESETARAAN REGULER Rp
2 Belanja Barang dan Jasa Rp

a BOS/BOP PAUD / BOP KESETARAAN REGULER Rp
b BOS/BOP PAUD KINERJA* Rp
c Belanja Modal Rp
d BOS BOP PAUD/BOP KESETARAAN REGULER Rp
e BOS/BOP PAUD KINERJA* Rp

3 Setoran Pajak Rp
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp



1 Saldo Rekenmg Bank ( ) Rp
2 Saldo Kas Tunai ( ) Rp

_____ Jumlah Saldo Akhir________________ Rp________________________________________

SALDO AKHIR DANA BO S/ DANA BOP PAUD /  DANA BOP KESETERAAN BULAN 1) TAHUN 2)

Rincian masmg-masmg Satdik terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan benta acara mi
PETUGAS REKON PARAF

1 KuasaBUD 1

2 PPK-SKPD 2

3 Bendahara Pengeluaran 3
SKPD

MENYETUJUI PARAF
1 Kepala SKPD 1

2 BUD 2

Tata Cara Pengisian

1 D iis i dengan sem ester berkenaan,

2 D iis i dengan tahun  anggaran berkenaan,

3 D iis i dengan nam a SKPD yang m em bidangi fungsi pendidikan,

4  D iis i dengan nam a kab u p aten /ko ta ,

5 D iis i dengan nam a provinsi,

6 Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ,

*  D iis i dengan Dana BOS/Dana BOP P A U D /D ana BOP Kesetaraan Kinerja yang d iterim a Satdik



LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

No Nama
Sekolah

(1)

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Bank
(2)

Tunai
(3)

Alokasi Dana 
BOS/Dana 

BOP
PAUD/DANA

BOP
KESETARAAN

REGULER
(4)

Alokasi
Dana

BOS/Dana 
BOP PAUD 
KINERJA** 

(5)

Bunga 
Bank/Jasa 

Giro 
(6)

Dusi
dengan

Potongan
dan

pungutan
pajak,

(7)

Belanja
Pegawai

Belanja Barang dan 
Jasa Belanja Modal

Setoran
Paiak
(13)

Bank
(14)

Tunai
(15)

BOS/BOP
REGULER

(8)

BOS/BOP
REGULER

(9)

BOS/BOP
KINERJA**

(10)

BOS/BOP
REGULER

(11)

BOS/BOP
KINERJA**

(12)

Tata Cara Pengisian

1 Dusi dengan nama sekolah,
2 Dusi dengan saldo awal di Bank,
3 Dusi dengan saldo awal tunai,
4 Dnsi dengan alokasi dana BOS, BOP PAUD 8s Kesetaraan Reguler,
5 Dnsi dengan Alokasi Dana BOS & BOP PAUD Kmerja,
6 Dnsi dengan bunga bank/ jasa giro,
7 Dnsi dengan Potongan dan pungutan pajak,
8 Dusi dengan belanja pegawai yang berasal dan BOS, BOP PAUD 85 Kesetaraan Reguler,
9 Dusi dengan belanja barang dan jasa yang berasal dan BOS, BOP PAUD 8s Kesetaraan Reguler,
10 Dnsi dengan belanja barang dan jasa yang berasal dan BOS & BOP PAUD Kmerja,
11 Dusi dengan belanja modal yang berasal dan BOS, BOP PAUD & Kesetaraan Reguler,
12 Dusi dengan belanja modal yang berasal dan BOS & BOP PAUD Kmerja,
13 Dnsi dengan setoran pajak,
14 Dnsi dengan saldo akhir yang ada di Bank,
15 Dusi dengan saldo akhir tunai



E. FORMAT PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA BOS,
DANA BOP PAUD, DAN DANA BOP KESETARAAN PADA SATUAN 
PENDIDIKAN SWASTA
1. Contoh Format Pengesahan Pendapatan Transfer Satuan Pendidikan 

Swasta

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN

0 B »
TRANSFER (SP2T)

Nama BUD 2)
Tanggal 3)
Nomor 4)

Kode Rekenmg 1) Tahun Anggaran 5)
Telah disahkan pendapatan transfer sejumlah Rp 6)
( dalam huruf 7)

Pacitan, tanggal - - 8)
Bendahara Umum Daerah

__________21
NIP 10)

Tata cara pengisian Format SP2T
1) Dnsi dengan nomor kode rekenmg Pendapatan Transfer,
2) Dnsi dengan nama BUD,
3) Dnsi dengan tanggal penerbitan SP2T,
4) Dnsi dengan nomor penerbitan SP2T,
5) Dnsi dengan tahun anggaran penerbitan SP2T,
6) Dnsi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer,
7) Dnsi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer dalam huruf,
8) Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan SP2T,
9) Dnsi dengan Nama BUD, dan
10) Dnsi dengan NIP BUD



2. Contoh Format Laporan Penggunaan Hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD
Dan Dana BOP Kesetaraan

KOP

SATUAN PENDIDIKAN..........

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DANA............
BULAN ....1) TAHUN ....2)

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana untuk bulan
1) Tahun 2) sebagai benkut

No. Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi
s /d

Sem ester
sebelumnya

(Rp)

Realisasi
Semester

ini
(Rp)

Jumlah
Realisasi

s /d
Sem ester • • mi
__ (Rp)......

Selii
/Kur;

(Rr

Penenmaan k)

Pengeluaran 
■ Belanja Hibah

Jumlah
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yar 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung ole 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku da 
bertanggungjawab atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi mi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestmya

Pacitan, Tanggal 
Kepala

NIP

3)
4)

_51



Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOP 
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik Swasta,

1 Dnsi dengan bulan berkenaan,
2 Dnsi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dnsi dengan Nama Satdik Swasta , dan
5 Dnsi dengan Nama Kepala Satdik Swasta dan NIP

*) dnsi berdasarkan alokasi Dana dan Sisa Dana yang ada di rekenmg bendahara 
yang menjadi SiLPA

**) dnsi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS



LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DANA 
BULAN ....1) TAHUN ....2)

KOP

DINAS PENDIDIKAN............

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana untuk bulan 1)
Tahun 2) sebagai benkut____________________________________________

No. Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi
s /d

Semester
sebelumnya

(Rp)

Realisasi
Semester • • ini

(Rp)

Jumlah
Realisasi

s /d
Semester • • ini

(Rp)

Selisih
/Kurang

(Rp)

Penenmaan
■ *)

Pengeluaran 
■ Belanja Hibah

Jumlah
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab 
atas kebenarannya
Demikian laporan realisasi mi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pacitan, Tanggal , , 3) 
Kepala 4)

__________51
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Penenmaan dan Belanja Dana BOP 
PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik Swasta,

1 Dnsi dengan bulan berkenaan,
2 Dnsi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dnsi dengan Nama Satdik Swasta, dan
5 Dnsi dengan Nama Kepala Satdik Swasta dan NIP

*) dnsi berdasarkan alokasi Dana dan Sisa Dana yang ada di rekenmg bendahara 
yang menjadi SiLPA

**) dnsi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS



3. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Hibah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor 1)

1 Nama Satdik 2)
2 Kode Satdik 3)
3 Nomor / tanggal DPA-SKPD 4)
4 Kegiatan Dana 5)
Saya yang bertanda tangan dibawah mi menyatakan bahwa bertanggungjawab 
secara formal dan matenal atas kebenaran realisasi penenmaan dan 
pengeluaran Dana serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang
telah dipungut atas penggunaan Dana pada Tnwulan/Semester 6)
Tahun Anggaran 7) dengan nncian sebagai benkut
A Saldo Awal Dana 8) Rp
B Penenmaan Dana 9)

1 Tahap I Rp
2 Tahap II Rp
3 Tahap III Rp

Jumlah Penenmaan Re___
C Pengeluaran Dana 10)

1 Belanja Hibah Rp
2 dst (sesuai APBD) Rp

Jumlah Re___
D Sisa Dana (A+B-C) Re___

Terdin atas
1 Sisa Kas Tunai Rp
2 Sisa di Bank Rp

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada Satdik untuk 
kelengkapan admimstrasi dan keperluan pemenksaan sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya

Pacitan, Tanggal , 
Kepala 12)

11)

131
NIP



Tata cara pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOP PAUD, 
Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik Swasta,

1) Dusi dengan nomor SPTJM Satdik,
2) Dusi nama Satdik,
3) Dusi kode Satdik,
4) Dusi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan,
5) Dusi kode kegiatan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
6) Dusi dengan bulan/tnwulan/semester berkenaan,
7) Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
8) Dusi dengan saldo awal Dana BOP PAUD ,Dana BOS dan Dana BOP 

Kesetaraan,
9) Dusi penerimaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,
10) Dusi pengeluaran Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
11) Dusi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM,
12) Dusi dengan Nama Dmas, dan
13) Dusi dengan Nama Kepala Diknas dan NIP

Keterangan



KOP
DINAS PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor 1)

1 Nama Satdik 2)
2 Kode Satdik 3)
3 Nomor / tanggal DPA-SKPD 4)
4 Kegiatan Dana 5)
Saya yang bertanda tangan dibawah mi menyatakan bahwa bertanggungjawab 
secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan 
pengeluaran Dana serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang
telah dipungut atas penggunaan Dana pada Tnwulan 6) Tahun
Anggaran 7) dengan nncian sebagai berikut
A Saldo Awal Dana 8) 
B Penerimaan Dana 9)

Rp

1 Tahap I Rp
2 Tahap II Rp
3 Tahap III Rp

Jumlah Penerimaan 
C Pengeluaran Dana 10) 

1 Belanja Hibah

Re__

2 dst (sesuai APBD) Rp
Jumlah Re___

D Sisa Dana (A-B) 
Terdin atas

Re__

1 Sisa Kas Tunai Rp
2 Sisa di Bank Rp

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada Satdik untuk 
kelengkapan admimstrasi dan keperluan pemenksaan sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan

Demikian surat pemyataan mi dibuat dengan sebenamya

Pacitan, Tanggal , , 11)
Kepala Dmas Pendidikan

______________ 121
NIP 13)



Tata cara pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOP PAUD, 
Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Satdik Swasta,

1 Dusi dengan nomor SPTJM Satdik,
2 Dnsi nama Satdik,
3 Dnsi kode Satdik,
4 Dnsi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan,
5 Dnsi kode kegiatan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP 

Kesetaraan,
6 Dnsi dengan bulan/triwulan/semester berkenaan,
7 Dnsi dengan tahun anggaran berkenaan,
8 Dnsi dengan saldo awal Dana BOP PAUD ,Dana BOS dan Dana BOP 

Kesetaraan ,
9 Dnsi penenmaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan,
10 Dusi pengeluaran Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan,
11 Dusi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM,
12 Dusi dengan Nama Kepala Diknas, dan
13 Dnsi dengan NIP

Keterangan



4. Contoh Format Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN 

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)

Tanggal 1) Nomor 2)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memohon kepada 
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan
penenmaan dan belanja 3) sejumlah
1 Saldo Awal Rp 4)
2 Penenmaan Rp 5)
3 Belanja Rp 6)

a) Hibah Rp
4 Saldo Akhir Rp 7)

Untuk bulan / tnwulan/ semester 8) Tahun Anggaran 9)
Dasar Pengesahan Urusan Organisasi
10)

JD __________________________
Program, Kegiatan 

Xx xx 12)
PENERIMAAN BELANJA

13)

Kode Rekenmg Jumlah
15)
15)
15)

dst

16)
16)
16)

dst
Jumlah Penenmaan Rp 14) Jumlah Belanja Rp 17)

Pacitan, Tanggal seperti di atas 
Kepala SKPD Dinas Pendidikan

__________181
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format SP2B
1 Dnsi tanggal SP2B,
2 Dnsi nomor SP2B,
3 Dnsi Jems Dana Transfer (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan) yang telah 

ditenma dan dibelanjakan pada Satuan Pendidikan,
4 Dnsi jumlah saldo akhir pada SP2B Dinas Pendidikan bulan sebelumnya 

Khusus untuk saldo bulan Januan Tahun Anggaran,
5 Dnsi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP2B Dinas Pendidikan,
6 Dnsi jumlah belanja yang telah dibayar dan kas Dana BOS,



7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

Dnsi jumlah saldo akhir (saldo awal + penenmaan -  belanja),
Diisi penode bulan/tnwulan/semester berkenaan,
Dnsi tahun anggaran berkenaan,
Dnsi dasar penerbitan SP2B antara lam Nomor Perda tentang APBD 
Perubahan, Nomor DPA -  SKPD Dmas Pendidikan,
Dnsi dengan kode urusan, orgamsasi dan uraian nama Dmas Pendidikan, 
Dnsi kode program dan kegiatan Dmas Pendidikan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg penenmaan,
Diisi jumlah nominal untuk keseluruhan penenmaan,
Dnsi kode rekenmg belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta 
Belanja Modal),
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg belanja,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja, dan 
Dnsi dengan Nama dan NIP Kepala Dmas Pendidikan



5. Contoh Format Surat Pengesahan Belanja (SPB)

Nomor SP2B Dmas Pendidikan 

Tanggal
Kode Organisasi
Telah disahkan belanja sejumlah

Belanja Hibah 
Saldo Akhir

SURAT PENGESAHAN BELANJA 
(SPB) Dinas Pendidikan

2)

3)

1)
Nama BUD
Tanggal
Nomor
Tahun Anggaran

4)
5)
6 ) 

7)

Rp 8)
Rp_____ 9)__________

Pacitan, tanggal 10)
Bendahara Umum Daerah

______________ m
NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format SPB
1 Dusi nomor SP2B Dmas Pendidikan,
2 Dusi tanggal SP2B,
3 Dusi kode organisasi Dinas Pendidikan,
4 Dusi nama BUD/Kuasa BUD,
5 Dusi dengan tanggal penerbitan SPB Dmas Pendidikan,
6 Dusi dengan nomor penerbitan SPB Dmas Pendidikan,
7 Dusi dengan tahun anggaran penerbitan SPB,
8 Dusi dengan jumlah belanja hibah yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
9 Dusi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP2B Dmas 

Pendidikan,
10 Dusi dengan tanggal dan tahun anggaran berkenaan, dan
11 Dusi dengan Nama dan NIP BUD

Salman sesuai dengan aslmya 
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S Sos , M Si 
Pembina Tmgkat I 

NIP 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

1 Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB 
paling lama 1 (satu) han setelah menenma dokumen SP2B dan PA 

m perbaikan atas hasil venfikasi oleh BUD paling lama 2 (dua) han setelah 
menenma pengembalian hasil venfikasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
PACITAN NOMOR 168 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCATATAN 
PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING HAS 
UMUM DAERAH.

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN 
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS

A. DEFINISI
1 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut 

DAK NonFisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan kepada 
daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan 
yang merupakan urusan daerah sesuai dengan pnontas nasional

2 Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya dismgkat BOK adalah 
bantuan DAK Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk 
pendanaan belanja operasional program pnontas nasional bagi Dinas 
Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelaksana program 
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setmggi-tmgginya di wilayah 
keijanya

4 Rencana Kegiatan adalah usulan rencana penggunaan DAK Nonfisik 
Bidang Kesehatan yang disusun oleh Dmas Kesehatan dan disetujui oleh 
Kementenan Kesehatan

5 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran 
kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu

6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya 
dismgkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 (satu) penode anggaran

7 Surat Pengesahan Pendapatan Transfer Dana BOK Puskesmas yang 
selanjutnya dismgkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD 
untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer Dana BOK 
Puskesmas yang tidak melalui rekenmg kas umum daerah

8 Surat Permmtaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya dismgkat SP2B 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat 
pengesahan belanja pada DPA SKPD

B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOK 
PUSKESMAS
Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan, Dana BOK Puskesmas merupakan 
bagian dan dan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Dmas Kesehatan, 
sehmgga penerapan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi serta Bagan 
Akuntansi Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku
1 Pengakuan Pendapatan Dana BOK Puskesmas

BUD mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui 
rekenmg kas umum daerah dengan menerbitkan Surat Pengesahan 
Pendapatan Transfer SP2T (format terlampir) berdasarkan Notifikasi secara 
elektromk oleh menten yang menyelenggarakan urusan di bidang 
keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,



2 Pengakuan Belanja Dana BOK Puskesmas
a Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun laporan realisasi

pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas dan menyampaikan 
kepada Kepala Puskesmas setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) 
bulan benkutnya

b Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun laporan realisasi
pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas (format terlampir) setiap 
bulan berdasarkan laporan realisasi pom a dan menyampaikannya 
kepada Kepala Puskesmas

c Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan 
belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dmas 
Kesehatan paling lambat lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan benkutnya 
melalui Bendahara Pengeluaran SKPD Dmas Kesehatan yang dilampm 
Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Puskesmas (format 
terlampir)

d Bendahara Pengeluaran SKPD Dmas Kesehatan membuat Rekapitulasi 
Laporan Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas dan 
menyampaikan kepada PA melalui PPK SKPD setiap bulan 

e PPK SKPD melakukan venfikasi terhadap Rekapitulasi Laporan 
Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas untuk menguji
1) Perhitungan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOK 

Puskesmas setiap bulan,
2) Kesesuaian belanja Dana BOK Puskesmas dengan DPA-BOK 

Puskesmas, dan DPA SKPD, dan mformasi pendapatan Dana BOK 
Puskesmas berupa Salman Rekenmg Koran dan notifikasi pada 
Aplikasi e-renggar, dan

3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Dana BOK Puskesmas 
oleh Kepala Puskesmas

f Dalam hasil venfikasi tidak terpenuhi, PPK SKPD melalui Bendahara 
Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi Realisasi 
Pendapatan dan Belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada 
Kepala Puskesmas untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi paling lama 1 
(satu) han setelah ditenmanya hasil venfikasi 

g Perbaikan atas hasil venfikasi oleh Kepala Puskesmas melalui 
Bendahara Pengeluaran SKPD paling lama 2 (dua) han setelah 
menenma pengembalian hasil venfikasi 

h Dalam hal hasil venfikasi telah sesuai, PPK SKPD menyiapkan 
rancangan SP2B sebagaimana format terlampir 

i SP2B diterbitkan oleh PA paling lambat 2 (dua) han terhitung setelah 
laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana BOK 
Puskesmas setiap bulan terpenuhi dan diajukan kepada BUD untuk 
penerbitan SPB

j BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA 
dengan lampiran dokumen
1) laporan rekapitulasi pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas 

setiap bulan untuk setiap puskesmas beserta rekap seluruh 
puskesmas

2) surat pernyataan tanggungjawab mutlak BOK Puskesmas oleh 
setiap Kepala Puskesmas

k BUD menerbitkan SPB sebagaimana format terlampir setelah dokumen 
terpenuhi paling lama 2 (dua) han setelah menenma dokumen secara 
lengkap

1 Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB 
paling lama 1 (satu) han setelah menenma dokumen SP2B dan PA 

m perbaikan atas hasil venfikasi oleh BUD paling lama 2 (dua) han setelah 
menenma pengembalian hasil venfikasi



n PPK SKPD menerbitkan bukti memorial (format terlampir) berdasarkan 
dokumen SPB untuk melakukan pencatatan (penjumalan) atas 
transaksi belanja dalam LRA, beban dalam LO berdasarkan Sistem 
Akuntansi Pemenntah Daerah (SAPD)

3 Pengakuan Sisa Dana BOK pada Puskesmas
a Sisa Dana BOK Puskesmas yang tidak digunakan seluruhnya pada 

tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD 
Dinas Kesehatan dan tetap di rekenmg BOK Puskesmas 

b Sisa Pengelolaan Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud poin a 
diakui dan menjadi bagian SiLPA penenmaan pembiayaan pada APBD 
setelah sisa Pengelolaan Dana BOK Puskesmas direviu oleh Inspektorat 
paling lambat mmggu kedua bulan Januan tahun anggaran 
berikutnya

c Reviu oleh Inspektorat dilaksanakan untuk menvalidasi perhitungan 
besaran sisa Dana BOK Puskesmas dengan diuraikan berdasarkan 
sumber
1) Penghematan belanja, dan
2) Sisa Dana BOK Puskesmas akibat tidak tercapainya capaian 

kmeija

C. REKONSILIASI PENERIMAAN DAN BELANJA BOK PUSKESMAS
1 Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOK 

Puskesmas, Bendahara Dana BOK, PPK SKPD, BUD dan Bendahara 
Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan 
belanja Dana BOK setiap semester dan dilakukan paling sedikit 
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran

2 Rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana BOK dilakukan 
secara 2 (dua) tahap Tahap pertama dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, PPK SKPD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD 
serta dituangkan dalam berita acara Tahap kedua dilakukan oleh PPK 
SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan BUD serta dituangkan dalam 
benta acara rekonsiliasi sebagaimana format terlampir

3 Dalam hal rekonsiliasi teijadi perbedaan nominal Dana BOK Puskesmas 
antara Bendahara BOK Puskesmas, PPK Unit SKPD, PPK SKPD, BUD dan 
Bendahara Pengeluaran SKPD, dilakukan penyesuaian laporan 
pendapatan dan belanja Dana BOK Puskesmas sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan

4 Hasil rekonsiliasi dimuat dalam benta acara rekonsiliasi yang 
ditandatangam oleh Kepala PPKD selaku BUD dan kepala SKPD Dmas 
Kesehatan

5 Dalam hal hasil rekonsiliasi tidak sesuai dengan rencana pendapatan Dana 
BOK Puskesmas setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana 
BOK Puskesmas tahun anggaran sebelumnya, Pemenntah Daerah 
melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD



D. FORMAT DOKUMEN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BOK 
PUSKESMAS

1. Contoh Format Surat Pengesahan Pendapatan Transfer Dana BOK 
Puskesmas (SP2T)_____________ ________________________________

j a m . SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN
DANA BOK PUSKESMAS

W ~,> Nama BUD 2)
Tanggal 3)

Kode Rekenmg 1) Nomor 4)
Tahun Anggaran 5)________

Telah disahkan pendapatan Dana BOK Puskesmas sejumlah Rp 6) 
( dalam huruf 7)

Pacitan, tanggal - - 8)
Bendahara Umum Daerah/Kuasa 

Bendahara Umum Daerah

__________9
NIP

Tata cara pengisian Format SP2T
1 Dnsi dengan nomor kode rekenmg pendapatan Dana Transfer (BOK 

Puskesmas),
2 Dnsi dengan nama BUD / Kuasa BUD,
3 Dnsi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T),
4 Dnsi dengan nomor penerbitan SP2T,
5 Dnsi dengan tahunn anggaran penerbitan SP2T,
6 Dnsi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer,
7 Dnsi dengan jumlah penenmaan pendapatan transfer dalam huruf,
8 Dnsi dengan nama tanggal penerbitan SP2T,
9 Dnsi dengan nama BUD/Kuasa BUD dan NIP BUD/Kuasa BUD yang 

bersangkutan



2. Format Laporan Realisasi Penerimaan Dana BOK Puskeomas

KOP
PUSKESMAS.....................

Kepada Yth. PPK SKPD

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penerimaan Dana BOK Puskesmas untuk 
Bulan 1) tahun 2) sebagai benkut

No Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi
s/d

Bulansebelu 
mnya (Rp)

Realisasi 
Bulan mi

(Rp)

Jumlah
Realisasi

s/d
Bulan ini

(Rp)

Selisih/ 
Kurang (Rp)

Penerimaan *)
• BOK 

Puskesmas

Jumlah

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan penerimaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
bertanggung] awab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi mi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestmya

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala Puskesmas 4)

NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOK Puskesmas 
Setiap Bulan
1 Dusi dengan bulan berkenaan
2 Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dusi dengan nama Kepala Puskesmas
*) dusi berdasarkan alokasi Dana BOK Puskesmas dan Sisa Dana BOK 

Puskesmas yang ada di rekenmg Bendahara BOK Puskesmas yang menjadi 
SiLPA,



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
f  DINAS KESEHATAN

Jalan Nomor Telp (0357) 881548
P A C I T A N

Kepada Yth. PPKD selaku BUD

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penenmaan Dana BOK Puskesmas untuk 
Bulan 1) tahun 2) sebagai benkut

No Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi 
s/d Bulan 

sebelumnya
(Rp)

Realisasi 
Bulan mi

(Rp)

Jumlah
Realisasi

s/d
Bulan mi

(Rp)

Selisih/ 
Kurang (Rp)

Penenmaan
*)

• BOK
Puskesmas

Jumlah

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan penenmaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
bertanggungjawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi mi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestmya

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala Dinas 4)

NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOK Puskesmas 
Setiap Bulan
1) Dusi dengan bulan berkenaan
2) Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
3) Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4) Dusi dengan nama Kepala Dinas
*) dusi berdasarkan alokasi Dana BOK Puskesmas dan Sisa Dana BOK 

Puskesmas yang ada di rekenmg Bendahara BOK Puskesmas yang menjadi 
SiLPA,



3. Format Laporan Realisasi Belanja Dana BOK Puskesmas
KOP

PUSKESMAS.....................

Kepada Yth. PPK SKPD

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOK Puskesmas untuk 
Bulan 1) tahun 2) sebagai benkut

No Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi 
s/d Bulan 

sebelumnya
(Rp)

Realisasi 
Bulan ini

(Rp)

Jumlah
Realisasi

s/d
Bulan mi 

(Rp)

Selisih/ 
Kurang (Rp)

Pengeluaran
• Belanja 

Pegawai
• Belanja

Barang dan 
Jasa

Jumlah

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
bertanggungjawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestmya
Pacitan, tanggal 3)

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala Puskesmas 4)

NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dana 
BOK Puskesmas Setiap Bulan

1 Dusi dengan bulan berkenaan
2 Dusi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dusi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dusi dengan nama Puskesmas

**) dusi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKA-Puskesmas Dana 
BOK Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
L i f t L  1 DINAS KESEHATAN

Jalan Nomor Telp (0357) 881548
P A C I T A N

Kepada Yth. PPKD selaku BUD

Bersama mi kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOK Puskesmas untuk 
Bulan 1) tahun 2) sebagai benkut

No Uraian
Jumlah

Anggaran
(Rp)

Realisasi 
s/d Bulan 

sebelumnya
(Rp)

Realisasi 
Bulan 
mi (Rp)

Jumlah
Realisasi

s/d
Bulan mi

(Rp)

Selisih/ 
Kurang (Rp)

Pengeluaran
• Belanja 

Pegawai
• Belanja

Barang dan 
Jasa

Jumlah

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh 
kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
bertanggungjawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi mi dibuat untuk digunakan sebagaimana mestmya

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala Dmas 4)

NIP

Keterangan
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dana 
BOK Puskesmas Setiap Bulan
1 Dnsi dengan bulan berkenaan
2 Dnsi dengan tahun anggaran berkenaan,
3 Dnsi dengan tanggal, bulan dan tahun,
4 Dnsi dengan nama Dinas
**) dnsi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKA-Puskesmas Dana 

BOK Puskesmas



4. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP
PUSKESMAS......

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor 1)

1 Nama Puskesmas 2)
2 Kode Puskesmas 3)
3 Nomor / tanggal DPA-SKPD 4)
4 Kegiatan Dana BOK Puskesmas 5)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab 
secara formal dan material atas kebenaran realisasi penenmaan dan 
pengeluaran Dana BOK Puskesmas serta kebenaran perhitungan dan setoran 
pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK Puskesmas pada Bulan 

(6) tahun anggaran (7) dengan nncian sebagai benkut

A Saldo Awal Dana BOK Puskemas *(8) Rp
B Penenmaan Dana BOK Puskesmas (9)

1 Tahap I Rp
2 Tahap II Rp
3 Tahap III Rp

Jumlah Penenmaan
C Pengeluaran Dana BOK Puskesmas (10)

Jems Belanja Barang dan Jasa Rp
Jumlah Rp

D Sisa Dana BOK Puskesmas (A+B-C)
Terdin atas
1 Sisa Kas Tunai Rp
2 Sisa di Bank Rp

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada Puskesmas 
untuk kelengkapan Admimstrasi dan keperluan pemenksaan sesuai peraturan 
perundang-undangan Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung]awab sepenuhnya atas 
kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundangundangan

Demikian surat pernyataan mi dibuat dengan sebenamya

( 11)

Kenala Puskesmas________(12)
NIP (13)



Keterangan
Tata cara pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOK 
Puskesmas,

1 Disi dengan nomor SPTJM Puskesmas,
2 Disi nama Puskesmas,
3 Disi kode Puskesmas,
4 Disi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan,
5 Disi kode kegiatan Dana BOK Puskesmas,
6 Disi dengan bulan berkenaan,
7 Disi dengan tahun anggaran berkenaan,
8 Disi dengan saldo awal Dana BOK Puskesmas* (tidak termasuk jasa giro),
9 Disi penenmaan Dana BOK Puskesmas,
10 Disi pengeluaran Dana Bok Puskesmas,
11 Disi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM,
12 Disi dengan Nama Kepala Kepala Puskesmas, dan
13 Disi dengan NIP



5. Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN 
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)

Tanggal 1) Nomor 2)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan memohon kepada
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan
penenmaan dan belanja Dana BOK Puskesmas sejumlah
1 Saldo Awal Rp 3)
2 Penenmaan Rp 4)
3 Belanja Rp 5)

a) Belanja Pegawai Rp
b) Belanja Barang dan Jasa Rp

4 Saldo Akhir Rp 6)
Untuk Bulan 7) Tahun Anggaran 8)
Dasar Pengesahan Urusan Orgamsasi
____________________________________ _____ 10)______

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 
XX XX 11)

PENERIMAAN BELANJA
12) Kode Rekenmg Jumlah

14) 15)
Jumlah p 1 ox 
Penenmaan ^ '

Jumlah Belanja Rp 16)

17), Tanggal seperti di atas 
Kepala SKPD Dinas Kesehatan

__________181
NIP

Tata cara pengisian Format SP2B,
1 Dnsi tanggal SP2B,
2 Dnsi nomor SP2B,
3 Dnsi jumlah saldo akhir pada SP2B Dmas Kesehatan bulan sebelumnya 

Khusus untuk saldo bulan Januan Tahun Anggaran sebelumnya,
4 Dnsi jumlah nihil yang dalam rangka pengajuan SP2B Dmas Kesehatan,
5 Dnsi jumlah belanja yang telah dibayar dan kas Dana BOK Dmas Kesehatan,
6 Dnsi jumlah saldo akhir (saldo awal + penenmaan -  belanja),
7 Dnsi penode bulan berkenaan,
8 Dnsi tahun anggaran berkenaan,
9 Dnsi dasar penerbitan SP2B Dmas Kesehatan antara lam Nomor Perda tentang 

APBD/APBD Perubahan, Nomor DPA -  SKPD Dmas Kesehatan,
10 Dnsi dengan kode urusan, orgamsasi dan uraian nama Dmas Kesehatan,
11 Dnsi kode program, kegiatan dan subkegiatan Dmas Kesehatan,
12 Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg penenmaan,
13 Dnsi jumlah nominal untuk keseluruhan penenmaan,
14 Dnsi kode rekenmg belanja (Belanja Barang dan Jasa),
15 Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg belanja,
16 Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja,
17 Dnsi lokasi mstansi penerbit SP2B Dmas Kesehatan,
18 Dnsi dengan Nama dan NIP Kepala Dmas Kesehatan,



6. Contoh Format Surat Pengesahan Belanja (SPB)

SURAT PENGESAHAN
BELANJA (SPB)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan

Nomor SP2B Dmas Kesehatan 1) Nama BUD 4)
Tanggal 2) Tanggal 5)
Kode Orgamsasi 3) Nomor 6)

Tahun Anggaran 7)

Telah disahkan belanja sejumlah 
Saldo Awal Rp 8)
Belanja
Belanja Pegawai Rp 9)
Belanja Barang dan Jasa Ra_____ lffl
Saldo Akhir Rp 11)

Pacitan, tanggal -12)
Bendahara Umum 
Daerah/Kuasa BUD

__________ 131
NIP

Tata cara pengisian Format SPB,
1 Dnsi nomor SP2B Dinas Kesehatan,
2 Dnsi tanggal SP2B,
3 Dnsi dengan kode orgamsasi yang bersangkutan,
4 Dnsi dengan nama BUD / Kuasa BUD,
5 Dnsi tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan,
6 Dnsi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan,
7 Dusi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pacitan,
8 Dnsi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dmas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan,
9 Dnsi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SPB Dmas 

Kesehatan Kabupaten Pacitan,
10 Dnsi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SPB Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pacitan,
11 Dnsi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SPB Dmas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan,
12 Dnsi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPB Dmas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan,
13 Dnsi dengan nama dan NIP BUD/Kuasa BUD Kabupaten Pacitan,



7. Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Dana BOK Puskesmas
BERITA ACARA REKONSILIASI

SALDO DANA BOK PUSKESMAS BULAN..... 1)
TAHUN ANGGARAN..... 2)

SKPD Dinas Kesehatan 
Kabupaten / Kota Pacitan 
Provmsi Jawa Timur

Pada han mi tanggal bulan tahun 3) telah dilaksanakan 
Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana BOK Puskesmas untuk 
semester 1) tahun 2) dengan uraian sebagai benkut
SALDO AWAL DANA BOK PUSKESMAS TAHUN 2) CATATAN
1 Saldo Rekenmg Bank Rp
2 Saldo Kas Tunai Rp 

Jumlah Saldo Dana BOK Puskesmas Rp

MUTASI DANA BOK PUSKESMAS SEMESTER 1) 
TAHUN 2)
A Mutasi Penambahan Rp

1 Alokasi Dana BOK Puskesmas Rp
2 Bunga Bank / Jasa Giro Rp
3 Potongan dan Pungutan Paiak Rp 

Jumlah Mutasi Penambahan Rp

B Mutasi Pengurangan
1 Belanja Pegawai Rp
2 Belanja Barang dan Jasa Rp
3 Setoran Pajak Rp 

Jumlah Mutasi Pengurangan Rp
SALDO AKHIR DANA BOK PUSKESMAS BULAN 1) 
TAHUN 2)
1 Saldo Rekenmg Bank ( ) Rp
2 Saldo Kas Tunai ( ) Rp 

Jumlah Saldo Akhir Rp
Rmcian masmg-masmg Puskesmas terlampir yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan benta acara ini

PETUGAS REKON PARAF

1 Kuasa BUD

2 PPK SKPD

3 Bendahara 
Pengeluaran Dmas 
Kesehatan

1

2

3

MENYETUJUI PARAF
1 Kepala SKPD

2 BUD

1

2

Tata cara pengisian Format Benta Acara Rekonsiliasi
1 Dusi dengan semester berkenaan,
2 Dusi dengan tahun anggaran berkenaan, dan
3 Dusi tanggal, bulan dan tahun



LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

No Nama Puskesmas (1)

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

Bank
(2)

Tunai
(3)

Alokasi 
Dana 
BOK 

Puskesm 
as (4)

Bunga
Bank/
Jasa
Giro
(5)

Potongan
dan

Pungutan 
Pajak (6)

Belanja
Pegawai

(7)

Belanja
Barang

dan
Jasa (8)

Belanja 
Modal (9)

Setoran
Pajak
(10)

Bank
(11)

Tunai
(12)

Tata Cara Pengisian
1 Dnsi dengan nama Puskesmas,
2 Dnsi dengan saldo awal di bank,
3 Dnsi dengan saldo awal tunai,
4 Dnsi dengan alokasi Dana BOK Puskesmas,
5 Dnsi dengan bunga bank/jasa giro,
6 Dnsi dengan potongan dan pungutan pajak,
7 Dnsi dengan belanja pegawai yang berasal dan Dana BOK Puskesmas,
8 Dnsi dengan belanja barang dan jasa yang berasal dan Dana BOK Puskesmas,
9 Dnsi dengan belanja modal yang berasal dan Dana BOK Puskesmas,
10 Dnsi dengan setoran pajak,
11 Dnsi dengan saldo akhir yang ada di Bank,
12 Dusi dengan saldo akhir tunai

BUPATI PACITAN 

ttd

Salman sesuai- dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S Sos , M Si 
Pembina Tingkat I 

NIP 19690303 198903 1 006

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 
168 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN 
PELAPORAN DANA YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BLUD

A. DEFINISI
1 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dismgkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam 
membenkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pegecualian dan ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Pendapatan BLUD adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah 
ekuitas dan/atau semua penenmaan rekenmg kas BLUD yang menambah 
Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun anggaran yang bersangkutan 
yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali

3 BLUD terdm dan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas
4 Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang 

mlai kekayaan bersih dan/atau semua pengeluaran dan rekenmg BLUD 
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam penode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh BLUD

5 Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap 
kmerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan 
keuangan BLUD dalam pembenan layanan yang terdm atas Pemimpin, 
Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekms yang sebutannya disesuaikan 
dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan

6 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada 
Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem 
BLUD

7 Bendahara Penenmaan BLUD adalah pegawai negen sipil yang ditunjuk 
untuk menjalankan fungsi penenmaan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkab seluruh penenmaan BLUD

8 Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai negen sipil yang ditunjuk 
untuk menjalankan fungsi pengajuan pencairan dana, menyimpan uang 
dan membayarkan transaksi pengeluaran, pemungutan dan penyetoran 
pajak, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran 
BLUD

9 Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan BLUD 
yang selanjutnya dismgkat SP3BP BLUD adalah surat permintaan yang 
diterbitkan oleh Pemimpm BLUD kepada Bendahara Umum Daerah 
(BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan

10 Surat Pemyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disebut SPTJ adalah 
pernyataan tanggungjawab yang dibuat oleh Pemimpin BLUD atas 
pendapatan dan/atau belanja BLUD yang digunakan

11 Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLUD yang 
selanjutnya disebut SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh 
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Umum Bendahara Umum Daerah 
untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD berdasarkan 
SP3BP BLUD



B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BLUD
Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan, BLUD merupakan bagian dan 
Laporan Keuangan Entitas Akuntansi pada SKPD atau Unit SKPD yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD, sehmgga 
menerapkan Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi serta Bagan Akun 
Standar sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku
1 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) pada Akun Pendapatan Daerah, Kelompok Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Jems Lam-lam PAD yang Sah, Obyek Pendapatan BLUD, 
Rmcian Obyek Pendapatan BLUD, Sub Rmcian Obyek Pendapatan 
BLUD
Rmcian Obyek Pendapatan BLUD
a Pemimpm BLUD RSUD menyampaikan SP3BP BLUD (format tanggal 

terlampir) kepada BUD setiap bulan paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan benkutnya dilampm dengan
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab (format terlampir),
2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BLUD,
3) Laporan Realisasi Anggaran BLUD, dan
4) Bukti Memonal (format terlampir)

b Pemimpm BLUD Puskesmas menyampaikan Laporan Realisasi ke 
Dmas Kesehatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan benkutnya 
dilampm dengan
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Pemimpm BLUD Puskesmas 

(format terlampir),
2) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BLUD Puskesmas, dan
3) Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas

c Kepala Dmas Kesehatan menyampaikan SP3BP kepada BUD (format 
tanggal terlampir) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan benkutnya dilampm dengan
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Pemimpm BLUD Puskesmas,
2) Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Fungsional BLUD 

Puskesmas,
3) Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas , dan
4) Bukti Memonal (format terlampir)

d BUD melakukan venfikasi dokumen SP3BP dan lampirannya 
e BUD menerbitkan SP2BP sebagaimana format terlampir setelah 

dokumen terpenuhi paling lama 2 (dua) han setelah menenma 
dokumen secara lengkap

f Dalam hal dokumen tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SP2BP 
paling lama 1 (satu) han setelah menenma dokumen SP3BP 

g Perbaikan atas hasil venfikasi oleh BUD paling lama 2 (dua) han 
setelah menenma pengembalian hasil venfikasi 

h BUD menerbitkan SP2BP sebagai pengesahan terhadap pendapatan 
yang ditenma dan/atau belanja yang digunakan BLUD (format 
terlampir) berdasarkan SP3BP BLUD yang dmyatakan lengkap dan 
sah

l PPK SKPD menerbitkan bukti memonal dan melakukan pencatatan 
(penjumalan) atas transaksi pendapatan dan belanja dalam LRA, 
beban dalam LO, Aset dan Kewajiban dalam neraca berdasarkan 
Sistem Akuntansi Pemenntah Daerah (SAPD)

2 Pengakuan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Dana 
BLUD



a Sisa Dana BLUD pada akhir tahun dilaporkan kepada PPKD selaku 
BUD melalui SKPD atau Unit SKPD yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan dengan Sistem BLUD pada rekenmg BLUD 

b Sisa Pengelolaan Dana BLUD sebagaimana dimaksud pada poin a 
diatas diakui sebagai SiLPA penenmaan pembiayaan pada APBD 
setelah pelaporan keuangan SKPD atau unit SKPD yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD direviu oleh aparat 
pengawas internal pemenntah (Inspektorat) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan



C. FORMAT PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BLUD
1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, 

BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

( 1)
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA

DAN PEMBIAYAAN 
BAD AN LAYANAN UMUM DAERAH

_________ Tanggal______ 2) Nomor_______ 3)_________

Kepala SKPD Kabupaten Pacitan memohon kepada
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan membukukan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah
1 Saldo bulan sebelumnya Rp 5)
2 Pendapatan Rp 6)
3 Belanja Rp 7)
4 Pembiayaan Netto Rp 8)
5 Penyesuaian Rp 9)
6 Saldo bulan berkenaan Rp 10)

Untuk bulan 111 Tahun Anggaran 12)
Dasar Pengesahan Urusan Organisasi Nama BLUD

13) _________ 14)
Program, Kegiatan 

Xx xx 15)
Pendapalmi Belanja

Kode Rekenmg Jumlah Kode Rekenmg Jumlah
16) Rp 17) 18) Rp 19)

Jumlah pendapatan Rp 20) Jumlah belania Rp 21)

Penenmaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekenmg Jumlah Kode Rekenmg Jumlah

22) Rp 23) 24) Rp 25)
Jumlah Penenmaan 
Pembiayaan

Rp 26) Jumlah
Pengeluaran
Pembiayaan

Rp 27)

Jumlah Penyesuaian 
Lebih

Rp 28) Jumlah
Penyesuaian
kurang

Rp 29)

Pacitan, 
Kepala SKPD

NIP

30)

311

Petunjuk
Tata cara pengisian Format SP3B,
Petunjuk Pengisian Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan (SP3BP) BLUD
1 Dnsi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah,
2 Dusi tanggal SP3BP BLUD,
3 Dnsi nomor SP3BP BLUD,
4 Dnsi SKPD Kabupaten/Kota,



5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31

Diisi jumlah saldo akhir pada SP2BP BLUD bulan sebelumnya, Khusus 
untuk saldo bulan januan Tahun Anggaran 20XX dnsi Jumlah nihil dalam 
rangka pengajuan SP3BP BLUD,
Dnsi jumlah pendapatan yang telah ditenma dalam kas BLUD,
Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dan kas BLUD,
Dnsi jumlah pembiayaan netto,
Penyesuaian dnsi dengan dana PFK yang belum disetor atau diselesaikan, 
Dnsi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan -  belanja),
Diisi penode bulan berkenaan,
Dnsi Tahun Anggaran berkenaan,
Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lam Nomor Peraturan Daerah 
tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Dmas 
terkait,
Dnsi dengan kode urusan, orgamsasi dan uraian nama unit Pelaksana 
tekms dmas/badan daerah terkait,
Dnsi kode program dan kegiatan SKPD Dmas terkait,
Dnsi kode rekenmg pendapatan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg pendapatan,
Dnsi kode rekenmg belanja,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg pendapatan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekenmg pendapatan, 
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekenmg belanja,
Dnsi jumlah kode rekenmg penenmaan pembiayaan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg penenmaan pembiayaan, 
Dnsi kode rekenmg pengeluaran pembiayaan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk kode rekenmg pengeluaran pembiayaan, 
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekenmg penenmaan 
pembiayaan,
Dnsi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekenmg pengeluaran 
pembiayaan,
Dnsi jumlah nominal rupiah jumlah lebih penyesuaian,
Dnsi jumlah nominal rupiah jumlah kurang penyesuaian,
Dnsi tanggal, bulan, tahun, dan 
Dnsi nama dan NIP kepala SKPD terkait



2. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA 
DAN PEMBIAYAAN (SP2BP)

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

*W v r|

Nama BUD 6)
Tanggal 7)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN Nomor 8)
1) Tahun Anggaran 9)

Nomor 2)
Tanggal 3)
Kode BLUD 4)
Nama BLUD 5)_____

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah
Saldo bulan sebelumnya Rp 10)
Pendapatan Rp 11)
Belanja Rp 12)
Saldo bulan berkenaan Rp 13)

Penenmaan Pembiayaan Rp 14)
Pengeluaran Pembiayaan Rp 15)
Pembiayaan Netto Rp 16)
Penyesuaian Rp 17)
SiLPA ________________Rp 18)

Pacitan, tanggal - - 19) 
Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD

____________201
NIP



Petunjuk Pengisian Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 
(SP2BP) BLUD
1 Dusi unit pelaksana teknis dmas/badan daerah,
2 Dusi nomor SP2BP BLUD,
3 Dusi tanggal SP2BP BLUD,
4 Dusi kode unit pelaksana teknis dmas/badan daerah,
5 Dusi nama unit pelaksana teknis dmas/badan daerah,
6 Dusi nama BUD/Kuasa BUD,
7 Dusi tanggal penerbitan SP2BP BLUD,
8 Dusi nomor penerbitan SP2BP BLUD,
9 Dusi tanhun anggaran penerbitan SP2BP BLUD,
10 Dusi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
11 Dusi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
12 Dusi jumlah belanja yang tercantum dalam surat SP3BP BLUD,
13 Dusi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
14 Dusi jumlah penenmaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
15 Dusi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
16 Dusi jumlah Pembiayaan Netto yang tercantum dalam SP3BP BLUD,
17 Dusi jumlah penyesuaian yang tercantum dalam Surat SP3BP BLUD,
18 Dusi jumlah SiLPA yang tercantum dalam SP3BP BLUD
19 Dusi tanggal, bulan, tahun, dan
20 Dusi nama dan NIP BUD / Kuasa BUD



3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
................................................. 1)

BAD AN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
Nomor 1)

1) Nama Badan Layanan Umum Daerah 3)
2) Kode orgamsasi 4)
3) Nomor / tanggal DPA-SKPD 5)
4) Kegiatan 6)

Yang bertandatangan dibawah ini 7)
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realiasasi 

pendapatan yang telah ditenma dan belanja yang telah dibayar kepada yang 
berhak menenma serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari dan Jasa 
Lay an an, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lam-lain pendapatan BLUD yang sah dan 
digunakan langsung pada bulan 8) tahun anggaran 9)
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas disimpan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan admimstrasi dan keperluan 
pemenksaan aparat pengawas Apabila di kemudian han teijadi kerugian 
daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah 
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan

Demikian Surat Pemyataan mi dibuat dengan sebenamya, untuk 
mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pacitan, Tanggal , , 10) 
Pemimpm Badan Layanan 

Umum Daerah

_______________m
NIP

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab:
1 Dnsi unit pelaksana tekms dmas/badan daerah,
2 Dnsi nomor SPTJ umt pelaksana tekms dmas/badan daerah,
3 Dnsi umt pelaksanatekms dmas/badan daerah,
4 Dnsi kode orgamsasi umt pelaksana tekms dmas/badan daerah,
5 Dnsi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan,
6 Dnsi kode kegiatan,
7 Dnsi nama kepala umt pelaksana tekms dmas/badan daerah,
8 Dnsi bulan berkenaan,
9 Dnsi tahun berkenaan,
10 Dnsi tanggal, bulan, tahun, dan
11 Dnsi nama dan NIP Pemimpm BLUD



4. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
.......................................................1)

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANi 
________ TAHUN ANGGARAN........................  2)________

No Uraian
Jum lah (Rp) Bertambah/(berkurang)

Anggaran 
dalam DPA

Realisasi s /d  
....(4) lalu

Realisasi... 
(5) ini

Realisasi 
s /d ..... (6) ini Rp %

1...3) 2...4) 3....5) 4....6) 5 ..... 7) 6=(4+5)....8) 7=(3-5)...9) 8=(6/3)
xlOO.,.10)

PENDAPATAN
Jasa Layanan 
Hibah
Hasil Kerjasama 
APBD
Lam-lam Pendapatan BLUD yang sah

Jumlah
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Lam-lam
BELANJA MODAL
Belanja Tan ah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Ingasi dan Jarmgan
Belanja Tetap Lamnya
Belanja Aset Lamnya

Jum lah
Surplus /  Deffisit



PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penghitungan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
(SiLPA)
Divestasi
Penenmaan Utang/Piniaman

Jum lah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pmjaman

Jumlah
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan (SiLPA)

Mengetahui Kepala SKPD/PPKD 
(ttd)

(nama lengkap)
NIP

Pacitan, 20 
Pemimpin

Badan Layanan Umum Daerah 
(ttd)

(nama lengkap)
NIP



Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
1 Dusi unit pelaksana teknis dmas/badan daerah,
2 Tahun anggaran dusi dengan tahun anggaran yang berkenaan,
3 Kolom 1, dusi dengan nomor unit pendapatan, belanja dan pembiayaan,
4 Kolom 2, disi dengan uraian pendapatan/belanja pembiayaan,

a Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 
selanjutnya dukuti dengan uraian jenis Pendapatan-pendapatan 
ditenma oleh BLUD,

b Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja Selanjutnya 
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja opearasi dan belanja 
modal,

c Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja, 
d Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jems-jems belanja 
e Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman, uraian Pembiayaan 

selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penenmaan 
dan pengeluaran pembiayaan,

f Dalam Kelompok penenmaan pembiayaan ke jems-jems penenmaan 
pembiayaan,

g Dalam Kelompok penenmaan pembiayaan ke jems-jems pengeluaran 
pembiayaan

5 Kolom 3, dusi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dalam 
DPA BLUD,

6 Kolom 4, dusi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan- 
bulan sebelumnya,

7 Kolom 5, dnsi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulam 
berkenaan,

8 Kolom 6, dusi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan- 
bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan,

9 Kolom 7, dusi dengan selisih antara anggaran pendapatan, belanja, 
pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan,

10 Kolom 8, dusi dengan prosentase antara anggaran pendapatan, belanja, 
pembiayaan dibandmgkan dengan realisasi pendapatan, belanja, 
pembiayaan dikalikan 100

BUPATI PACITAN 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salman sesuai dengan aslmya 
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO. S Sos . M Si 
Pembina Tingkat I 

NIP 19690303 198903 1 006


